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Mahasiswa memahami & menjelaskan: Perkembangan standar kompetensi ke humasan Indokator:

Perkembangan standar kompetensi ke humasan:

· Standar kompetensi ke humasan di Indonesia

· Norma hukum dan etika kehumasan

A. Standar Kompetensi Ke Humasan.
Di era sekarang ini dinamika publik atau masyarakat semakin besar dan berkembang, tuntutan, keinginan dan harapan public atau masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan informasi semakin kritis. Perubahan public atau masyarakat semakin cepat, hal ini juga ditunjang oleh perkembangan teknologi komunikasi yang semakin mutakhir, terlebih lagi setelah muncul internet sebagi media online. Melihat kondisi dan situasi public atau masyarakat diatas, kehadiran profesi dan pendidikan public relation semakin dibutuhkan.

Secara konsepsi Public relations adalah salah satu sub bidang ilmu komunikasi, sedangkan secara praktis komunikasi adalah backbone kegiatan PR. Konsep lainnya dari PR adalah sebagai “jembatan” antara perusahaan dan organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding antara perusahaan dengan publiknya.

Fungsi hubungan masyarakat atau PR akan sangat terasa ketika perusahaan berupaya mengembangkan usaha dan menghindari situasi yang kurang kondusif dengan lingkungan.

Oleh karena itu bidang komunikasi dan hubungan masyarakat atau PR  perlu diberikan prioritas dalam perusahaan.

Perusahaan sekarang tidak hanya sekedar beriklan saja teapi lebih butuh PR. Sekarang iklan saja tidak cukup tetapi perusahaan swasta harus mengkomunikasikan produknya baik barang dan jasa kepada masyarakat melalui strategi PR yang tepat. Bukan cuma produk yang dikomunikasikan kepada masyarakat tetapi akan lebih baik industrinya juga.

Karena bidang PR di era komunikasi ini sangat dibutuhkan, maka jasa dari konsultan PR sangat dibutuhkan. Apalagi untuk perusahaan yang belum memiliki internal PR. Konsultan Public Relation akan menjawab kebutuhan perusahaan dan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau publiknya.

Sedangkan perusahaan yang memiliki internal PR lebih baik menggunakan jasa konsultan PR karena internal PR ini lebih mengerti keadaan internal perusahaan dan apabila digabungkan dengan konsultan Public Relation yang memiliki keahlian seperti media spesialis, media handling, event organizer, market research dan sejumlah kelebihan yang lain.

Di era globalisasi sekarang ini sebuah profesi harus memiliki muatan standar yang jelas, hal ini menjadi sangat penting terutama untuk profesi Public relation di organisasi pemerintahan atau swasta. Maka dari itu disusunlah Standar Kompetensi Public Relation  dan Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relation yang bekerjasama dengan Bakohumas ( Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dan departemen teknis yang mendukung fungsioanal kehumasan   Depkominfo, serta didukung para stakeholder yang bergerak di industri kehumasan.

Dan Tim inti Penyusunan Standar Kompetensi PR Indonesia (kerjasama PERHUMAS dan BAKOHUMAS) telah menyusun beberapa pokok pikiran tentang Standar Kompetensi PR Umum, Inti dan Khusus yang terdiri dari Pertama, keterampilan komunikasi ( communication skills) yang terdiri dari komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Kedua, keterampilan teknik kehumasan.  Ketiga, kompetensi inti manajemen issue dan penelitian (research). Keempat, managerial, leadership dan ethic. Kelima, keterampilan khusus di bidang IT dan kemampuan berbahasa.

Selain kelima standar kompetensi tersebut, adapun beberapa persyaratan mendasar bagi profesi public relations, antara lain :

1. Ability to communicate (kemampuan berkomunikasi )

Kemampuan berkomunikasi bagi seorang PR sangatlah penting. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan, yakni ia harus mampu berbicara di depan umum, harus mampu melakukan presentasi, mampu mewawancarai dalam upaya mengumpulkan fakta dan data, dan diwawancarai pers atau wartawan sebagai sumber berita dan kemampuan berkomunikasi lisan lainnya.

Dalam komunikasi tulisan harus mampu membuat press release untuk dikirim ke media massa, membuat artikel dan feature untuk house jurnal yang akan diterbitkan perusahaan, menulis laporan, membuat naskah pidato untuk manajemen, menulis konsep iklan layanan masyarakat, menulis brosur dan selebaran dan bentuk komunikasi tulisan lainnnya.

1. Ability to organize ( kemampuan manajerial atau kepemimpinan )

REPORT THIS AD
Kemampuan manajerial atau kepemimpinan seorang PR dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah di dalam maupun luar organisasi, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Seorang PR diharapkan mampu mengorganisasikan kegiatan PR. Profesi PR harus mampu berpikir jernih dan obyektif.

Selain itu seorang PR harus mampu bergaul atau membina relasi artinya harus mampu berhubungan dan bekerjasama dengan berbagai macam orang dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang yang berbeda, termasuk dengan orang –orang dari berbagai tingkatan.

1. Ability on get the with people ( kemampuan bergaul atau membina relasi)

Setiap orang yang berprofesi PR harus selalu memperluas jaringan atau networking sehingga dapat memperlancar tugasnya sebagai pejabat PR. Personal Aproaching (pendekatan personal) harus dilakukan seorang profesi PR, kendati tetap dalam koridor mempertahankan integritas profesi masing-masing.

Seorang PR yang handal sangat luas pergaulannya, bahkan banyak dikenal orang, dan seringkali seorang PR menjadi newsmaker atau pembuat berita di surat kabar, majalah atau televisi. Kurang pergaulan bagi seorang PR menjadi kartu mati bagi berkembangnya karir dirinya.

1. Personality integrity (memiliki kepribadian yang utuh dan jujur)

Kepribadian yang utuh dan jujur artinya seorang PR harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain, dan dapat diterima sebagai yang memiliki kepribadian utuh dan jujur. Sebagai seorang PR yang menjadi sumber berita bagi pers atau media massa,informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan memiliki nilai berita tinggi. Dalam melakukan kegiatan PR selalu menerapkan etika profesi PR yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan misinformasi, miskomunikasi atau mispengertian. Hubungan yang terjadi pada publiknya tercapai mutual understanding ( saling pengertian).

1. Imagination (banyak ide dan kreatif)

Memiliki imajinasi (banyak ide dan kreatif) dalam pengertian seorang PR harus memiliki wawasan yang luas, permasalahan serumit apapun harus diketahui benang merah persoalannya.

Berpikir kreatif dituntut bagi seorang PR, artinya seringkali dalam mengambil tindakan cukup diplomatis dalam penyampaian. Seorang PR harus tetap mengasah kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan PR lainnya, karena tugas PR semakin hari semakin berat, ditengah masyarakat yang semakin kritis, perkembangan teknologi informasi semakin pesat, persaingan perusahaan semakin tajam dan perusahaan selalu bersentuhan dengan pers atau media massa sebagai pembentuk opini public.

Untuk lebih memudahkan pemetaan kompetensi PR, maka akan dibagi sesuai dengan peranannya:

Peranan Teknisi Komunikasi yang dibutuhkan standar kompetensi PR sebagai berikut :

1)    Menguasai keterampilan menulis untuk media massa (cetak, dan elektronik termasuk website), membuat foto dan visualisasi pendukung informasi.

2)    Menguasai tehnik MC juga protokoler dan mengelola acara-acara special.

3)    Menguasai komunikasi antar pribadi dalam mengatasi keluhan public dan membangun kepercayaan pelanggan.

4)     Menyediakan, melayani dan menguasai informasi yang berkaitan dengan organisasi serta pelayanan publiknya.

5)     Menguasai administrative ringan dan juga pemahaman akan organisasi serta hubungannya dengan public internal dan eksternal.

 Peranan Fasilitator Komunikasi

Memiliki kemampuan dasar meliputi  kemampuan yang di atas juga:

1)      Kemampuan lobby dan negosiasi.

2)      Kemampuan pidato dan presentasi.

3)      Kemampuan komunikasi persuasi.

4)      Kemampuan berempaty, komunikasi supportive, dan human relations.

5)      Kecerdasan dalam memahami situasi dan cepat menyesuaikan diri serta memiliki kemampuan argumentasi yang kuat.

 Peranan Pemecahan Masalah

Memiliki kemampuan a dan b  dan ditambah dengan kemampuan:

1)      Manajemen krisis dan konflik.

2)      Wawasan luas terhadap ruang lingkup organisasi

3)      Wawasan dan pemahaman terhadap karakteristik public dan media

4)      Pemahaman terhadap dampak komunikasi (efektivitas komunikasi) Riset komunikasi

5)      Menguasai konsep, implementasi, dan evaluasi.

 Peranan Penentu Ahli

Memiliki kemampuan a, b, dan c dan kemampuan:

1)      Bekerja mandiri atau dengan tim.

2)      Memiliki ketajaman  analisis, kritis, kreatif dan visioner.

3)      Penguasaan terhadap profesi, kecerdasan intelektual dan emosi.

4)      Penguasaan terhadap permasalahan organisasi dan ruang lingkupnya melalui riset yang mendalam.

5)      Kemampuan mengambil keputusan yang cepat, cerdas dan meminimalisis dampak negative.

6)      Kemampuan management strategis, manajemen isu dan manajemen informasi.

 

B. Norma hukum dan etika kehumasan
Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika adalah nilai-nilai, dan asas-asas moral yang di pakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusai atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia (Soleh Soemirat, 2005:169).

Etika mengacu pada sistem nilai dengan apa orang menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar, yang adil dan tidak adil, yang jujur dan tidak jujur. Etika terungkap dari perilaku moral dalam situasi terterntu.  Peran etika dalam kehidupan pribadi dan praktisi sendiri juga sama pentingnya.

Prinsip di balik etika profesional adalah tindakan seseorang dirancang untuk menciptakan kebaikan yang paling tinggi baik bagi klien maupun bagi komunitas secara keseluruhan, bukan untuk meningkatkan posisi dan kekuasaan praktisi. Perilaku profesional di dasarkan pada apa yang secara umum di anggap sebagai motif yang luhur, yang di pantau dan di ukur berdasarkan kode perilaku yang berlaku dan di laksanakan melalui interpretasi kongkrit bagi mereka yang menyimpang dari standar kinerja yang telah di terima. Kode perilaku profesional di tujukan untuk menentukan norma perilaku yang dapat di terima bagi para karyawan dan profesional dalam berkarya.

Hubungan klien dengan profesional merupakan sebuah hubungan kepercayaan, hubungan kepercayaan ini berbeda dengan hubungan dengan pelayan ketrampilan. Etika erat kaitannya dengan pelaksanaan kode etik perilaku. Fungsi dari keduanya adalah untuk melindungi mereka yang mempercayakan kesejahteraan di tangan profesional. Perlindungan terhadap profesi tersebut berupa hak istimewa, status, dan kolegitas profesional. Dalam profesi, penerapan nilai-nilai moral dlam prakteknya di sebut sebagai etika terapan.

Etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan di taati oleh para pegawai atau karyawan, berupa peraturan-peraturan, tatanan yang di taati semua karyawan dari organisasi tertentu, yang telah di ketahuinya untuk di laksanakan, karena hal tersebut melekat pada status atau jabatannya. Dalam kata lain etika profesi adalah kebiasaan yang baik atau peraturan yang diterima dan ditaati oleh para karyawan dan telah mengendap menjadi bersifat normatif.

Sebagian besar organisasi profesional dan banyak perusahaan bisnis lainnya mempunyai kode etik. Dalam setiap profesi tersebut pasti memiliki kode etik yang berbeda. Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi.

Kode etik meupakan persetujuan bersama yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Kode etik merupakan serangkaian peraturan yang di sepakati bersama guna menyatakan sikap atau perilaku anggota profesi. Kode etik lebih mengingatkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat (Bambang Herimanto, 2007:253-254). Kode etik profesi dilaksanakan oleh pribadi-pribadi yang memiliki profesi terkait karena hal tersebut melekat pada jabatannya dan bersifat normatif.

Dalam usaha mencanangkan patokan dari perilaku bertanggung jawab, mereka harus menegakkan kede etik yang merupakan dasar bagi profesionalisme sesuai dengan pernyataan mereka dengan pertimbangannya adalah kredibilitas. Etika profesi sangat penting terutama dalam rangka untuk pembinaan karyawan, untuk meningkatkan mutu serta mewujudkan pribadi karyawan yang jujur, bersih, berwibawa, semakin mempunyai rasa memiliki organisasi, tanggung jawab, dalam keterlibatannya untuk mengembangkan organisasiny, rasa ikut memiliki besar.

Etika profesi dapat membimbing karyawan dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan seksama, etos kerja yang tinggi, dengan tanggung jawab, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu etika profesi juga dapat memberi arah, petunjuk untuk membentuk kepribadian seseorang sesuai dengan profesinya kemudian hasil kerjanya dapat memuaskan publik yang dilayaninya.

3.2     Etika Kehumasan
Public Relation adalah merupakan salah satu profesi yang memiliki kode etik. Dalam Public Ralation kode etik disebut sebagai kode etik Publik Relation atau kode etik kehumasan atau etika profesi humas. Dalam buku Etika Kehumasan karangan Rosady Ruslan disebutkan bahwa etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut demensi sosial, khususnya bidang profesi.

Kegiatan Humas atau profesi Humas (Public Relation Professional), baik secara kelembagaan atau dalam stuktur organisasi (Public Relation by Function) maupun individual sebagai penyandang professional Humas (Public relation Officer by Professional) berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan kedepan, yaitu pergeseran sistem pemerintahan otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratik dalam era globaluisasi yang ditandai dengan unculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, opini dan berekspresi yang terbuk, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar bebas, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos batas- batas wilayah suatu negara, sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya.

Perlunya penyesuan, perubahan (revisi) dan modifikasi mengenai seperangkat pengaturan dan peundang-undangan yang ada, baik di idang hukum komunikasi, etika, maupun kode etik profesi (code of proffesion) khususnya profesi kehumasan (public relation ethics, jurnalistik / pers media cetak dan elektronik, periklanan, promosi pemasaran, dan bidang profesi komunikasi lainnya.

Pada akhirnya munculah titik tolak dari kode etik tersebut adalah untuk menciptakan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) yang hendak dicapai atau dikembangkan oleh pihak profesi bidang komuniksi pada umumnya, dan pada profesi kehumasan khususnya, melalui kode etik dan etika profesi sebagai refleksi bentuk tanggung jawab, perilaku, dan moral yang baik. Dalam buku Etika Kehumasan, Roslan Rosady mengungkapkan aspek aspek yang kode perilaku seorang praktisi humas, antara lain:

· code of conduct, merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majkan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya.

· code of profession, merupakan standar moral, bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional.

· code of publication, merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatna komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik.

· code of enterprise, menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha, UU PT, UU Hak Cipta, Merek dan Paten, serta peraturan lainnya.

Di antara praktisi public relation terdapat perbedaan pendapat yang besar mengenai apakah public relations adalah suatu karya seni, ketrampilan, atau sebuah profesi dalam pengertian yang sama denagn kedokteran dan hukum.

Ada juga gagasan, yang dikembangkan oleh banyak profesional dan PRSA bahwa yang palig penting adalah bagi individu bersangkutan untuk nertindak sebagai seorang profesional dalam bidang ini. Kemudaian seorang praktisi humas harus memiliki: rasa kemandirian; rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan kepentingan umum; kepedulian nyata terhadap kompentensi dan kehormatan profesi ini secara menyeluruh; kesetiaan yang lebih tinggi terhadap standar profesi dan sesama profesional daripada kepada pihak yang memberi pekerjaan kepadanya pada saat itu.

REPORT THIS AD
Hambatan besar bagi profesionalisme adalah sikap banyak praktisi itu sendiri terhadap pekerjaan mereka, mereka memandang lebih tinggi arti keamanan kerja prestise dalam organisasi, jumlah gaji, dan pengakuan dari atasan bibandingkan nilai-nilai tersebut.

International Public Relation Association (IPRA) menyatakan kode etik humas yang kemudian diterima dalam konvensi-nya di Venice pada Mei 1961, isinya adalah:

1.         Integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA
2.         Perilaku kepada klien dan karyawan:
· perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan;

· tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan;

· menjaga kepercayaan klien dan karyawan;

· tidak menerima upah, kecuali dari klien lain atau majikan lain;

· tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain;

· menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu.

3.         Perilaku terhadap publik dan media:
· memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang;

· tidak merusak integritas media komunikasi;

· tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan;

· memberikan gambarabyang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani;

· tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka

4.         Perilaku terhadap teman sejawat:
· tidak melukai secara senaga reputasi profesional atau praktek anggota lain;

· tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya;

· bekerja sama dengan anggota lain dalam menunjunjung tinggi danmelaksanakan kode etik ini.

Dalam hubungannya denagn kegiatan menejemen perusahaan sikap etislah yang harus ditunjukkan seorang humas dalam profesinya sehari-hari. Seorang humas juga harus menguasai etika-etika umum keprofesionalitasan dan etika-etika khusus seorang humas pada khususnya.

Kemampuan tertentu tersebuat antara lain: kemampuan untuk kesadaran etis; b\kemampuan untuk berpikir secara etis; kemampuan untuk berperilaku secara etis; kemampuan untuk kepemimpinan yang etis (Soleh Soemirat, 2005:177). Kemudian Soleh Soemirat juga menanbahkan bahwa sebagai seorang profesional humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar, yaitudapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak, sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang.

3.3     Etika Sebagai Pencipta Hubungan baik dengan Klien
Sesuai yang telah dipaparkan oleh IPRA terdapat fungsi Public Relation terhadap kliennya. Etika profesi kehumasan dapat menciptakan hubungan sinergis antara organisasi dengan kliennya. Pelayanan terhadap klien seharusnya dapat menjadi perhatian khusus oleh Public Relation karena sebagai fungsi menejemen yang berada di organisasi atau perusahaan peran humas dan hubungannya sangat dekat dengan klien dan bahkan menjadi pihak penengah antara organisasi dengan kliennya.
Kode etik praktisi humas mencakup : 

 

Code of conduct –etika tingkah laku keseharian pada integritas pribadi, client serta majikan, media serta umum, dan tingkah laku pada rekanan seprofesi. 

Code of profession – norma dalam melakukan pekerjaan/profesi humas. 

Code of publication – norma dalam aktivitas sistem serta tehnis publikasi. 

Code of enterprise —menyangkut segi ketentuan pemerintah seperti hukum perizinan serta usaha, hak cipta, merk, dan lain-lain. 

Di bawah ini kode etik humas versus Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Perhimpunan Hubungan Orang-orang Indonesia (Perhumas), Kode Etik Kehumasan Pemerintah, serta International Public Relation Association (IPRA).   konsultan pr jakarta bisa menjadi solusi kamu.

 

KODE ETIK PROFESI PUBLIC RELATIONS 

Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia 

 
PASAL 1 

Etika etika Tingkah laku Profesional 

Dalam menggerakkan aktivitas profesionalnya, seseorang anggota harus menghormati kebutuhan umum serta melindungi harga diri tiap-tiap anggota orang-orang. Jadi tanggung jawab pribadinya untuk berlaku adil serta jujur pada client, baik yang bekas ataupun yang saat ini, serta pada sesama anggota Asosiasi, anggota media komunikasi dan orang-orang luas. 

 

PASAL 2 

Penebarluasan Info 

Seseorang anggota akan tidak menebarluaskan, dengan berniat serta tidak bertanggungjawab, info yang paIsu atau yang menyesatkan, serta demikian sebaliknya malah juga akan berupaya sekeras mungkin saja untuk menghindar terjadinya hal itu. Ia berkewajiban untuk melindungi integritas serta ketepatan info. 

 

PASAL 3 

Media Komunikasi 

Seseorang anggota akan tidak melakukan aktivitas yang bisa merugikan integritas media komunikasi. 

 

PASAL 4 

Kebutuhan yang Tersembunyi 

Seseorang anggota akan tidak melibatkan dianya dalam aktivitas apapun yang dengan berniat punya maksud memecah belah atau menyesatkan, lewat cara seakan olah menginginkan memajukan satu kebutuhan spesifik, walau sebenarnya demikian sebaliknya malah menginginkan memajukan kebutuhan beda yang tersembunyi. Seseorang anggota berkewajiban untuk melindungi supaya kebutuhan sejati organisasi sebagai partner kerjanya betul-betul terwujud dengan baik. 

 

PASAL 5 

Info Rahasia 

Seseorang anggota (terkecuali jika diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang) akan tidak mengemukakan atau memakai info yang didapatkan padanya, atau yang diperolehnya, dengan pribadi serta atas basic keyakinan, atau yang berbentuk rahasia, dari clientnya, baik di masa Ialu, saat ini atau di masa depan, untuk untuk peroleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan beda tanpa ada kesepakatan terang dari yang berkaitan. 

 

PASAL 6 

Pertentangan Kebutuhan 

Seseorang anggota akan tidak mewakili kebutuhan kebutuhan yang sama-sama bertentangan atau yang sama-sama berkompetisi, tanpa ada kesepakatan terang dari pihak-pihak yang berkaitan, dengan terlebih dulu menyampaikan kenyataan kenyataan yang berkaitan. 

 

PASAL 7 

Sumber sumber Pembayaran 

Dalam memberi jasa service pada clientnya, seseorang anggota akan tidak terima pembayaran, baik tunai maupun berbentuk beda, yang didapatkan berkenaan dengan jasa jasa itu, dari sumber manapun, tanpa ada kesepakatan terang dari clientnya. 

 

PASAL8 

Memberitahu Kebutuhan Kuangan 

Seseorang anggota, yang memiliki kebutuhan keuangan dalam satu organisasi, akan tidak merekomendasikan client atau majikannya untuk menggunakan organisasi itu maupun memakai jasa jasa organisasi itu, tanpa ada memberitahu terlebih dulu kebutuhan keuangan pribadinya yang ada dalam organisasi itu. 

 

PASAL 9 

Pembayaran Berdasar pada Hasil Kerja 

Seseorang anggota akan tidak membuat negosiasi atau menyepakati kriteria dengan calon majikan atau calon client, berdasar pada pembayaran yang bergantung pada hasil pekerjaan PR spesifik di masa depan. 

 

PASAL 10 

Menumpang tindih Pekerjaan Anggota Lain 

Seseorang anggota yang mencari pekerjaan atau aktivitas baru lewat cara mendekati segera atau dengan pribadi, calon majikan atau calon berlangganan yang mungkin, juga akan ambil langkah langkah yang dibutuhkan untuk ketahui apakah pekerjaan atau aktivitas itu telah dikerjakan oleh anggota beda. Jika sekian, jadi jadi kewajibannya untuk memberitahu anggota itu tentang usaha serta pendekatan yang juga akan dikerjakannya pada client itu. (Beberapa atau semua pasal ini sekalipun tidak ditujukan untuk menghambat anggota mengiklankan jasa jasanya pada umumnya). 

 

PASAL 11 

Imbalan pada Karyawan Kantor kantor Umum 

Seseorang anggota akan tidak tawarkan atau memberi imbalan apapun, dengan maksud untuk memajukan kebutuhan pribadinya (atau kebutuhan client), pada orang yang menempati satu jabatan umum, jika hal itu tidak cocok dengan kebutuhan orang-orang luas. 

 

PASAL 12 

Mengkaryakan Anggota Parlemen 

Seseorang anggota yang mempekerjakan seseorang anggota Parlemen, baik jadi konsultan maupun pelaksana, juga akan memberitahu pada Ketua Asosiasi mengenai hal itu ataupun mengenai type pekerjaan yang berkaitan. Ketua Asosiasi juga akan mencatat hal itu dalam satu buku catatan yang spesial di buat untuk kepentingan itu. Seseorang anggota Asosiasi yang kebetulan juga jadi anggota Parlemen, harus memberitahu atau berikan kesempatan supaya tersingkap, pada Ketua, semuanya info apapun tentang dianya. 

 

PASAL 13 

Mencemarkan Anggota anggota Lain 

Seseorang anggota akan tidak dengan niat jelek mencemarkan nama baik atau praktik profesional anggota beda. 

 

PASAL 14 

Instruksi/Perintah Pihak pihak Lain 

Seseorang anggota yang dengan sadar menyebabkan atau memperbolehkan orang atau organisasi beda untuk melakukan tindakan demikian rupa hingga berlawanan dengan kode etik ini, atau ikut dengan pribadi ambillah sisi dalam aktivitas seperti itu, juga akan dipandang sudah tidak mematuhi Kode ini. 

 

PASAL 15 

Nama Baik Profesi 

Seseorang anggota akan tidak berperilaku demikian rupa hingga merugikan nama baik Asosiasi, atau profesi Public Relations. 

 

PASAL 16 

Menjunjung Tinggi Kode Etik 

Seseorang anggota harus menjunjung tinggi Kode Etik ini, serta harus bekerja sama juga dengan anggota beda dalam menjunjung tinggi Kode Etik, dan dalam melakukan ketentuan keputusan mengenai hal apapun yang muncul jadi akibatnya karena diterapkannya ketentuan itu. Jika seseorang anggota, memiliki argumen untuk berprasangka kalau seseorang anggota beda ikut serta dalam aktivitas aktivitas yang bisa mengakibatkan kerusakan Kode Etik ini, jadi ia berkewajiban untuk memberitahu hal itu pada Asosiasi. Semuanya anggota harus mensupport Asosiasi dalam mengaplikasikan serta melakukan Kode Etik ini, serta Asosiasi harus mensupport tiap-tiap anggota yang mengaplikasikan serta melaksakan Kode Etik ini. 

 

PASAL 17 

Profesi Lain 

Dalam melakukan tindakan untuk seseorang client atau majikan yang tergabung dalam satu profesi, seseorang anggota juga akan menghormati Kode Etik dari profesi itu serta dengan sadar akan tidak ikut dalam aktivitas apapun yang bisa mencemarkan Kode Etik itu.

Tugas:

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jelaskan Pengertian kompetensi kehumasan?.
2. Bagaimana perkembangan perumusan kompetensi kehuamasan di Indonesia?
3. Apakah peran dan fungsi etika dalam profesi ke Humasan?
4. Bagaimana sambutkan lembaga nasional yang internasional media massa tentang kode etik ke Humasan?
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